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Yuanita Suryo. E0009373. 2013. FUNGSI PENGATURAN DAN 
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH 
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji fungsi pengaturan dan 
pengawasan perbankan di Indonesia setelah adanya pengalihan kewenangan dari 
Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta implikasi fungsi 
pengaturan dan pengawasan perbankan setelah disahkannya Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di 
Indonesia yang sebelumnya dijalankan oleh BI akan dialihkan kepada OJK dan 
akan sepenuhnya dijalankan oleh OJK pada awal tahun 2014. Implikasi setelah 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan 
terkait fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan adalah adanya konsekuensi 
pemisahan tugas BI sebagai bank sentral yang seharusnya menjadi satu kesatuan 
dan beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang OJK, yang 
sebelumnya belum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang BI dan Undang-
Undang Perbankan.
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan, Pengawasan Perbankan
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ABSTRACT
Yuanita Suryo. E0009373. 2013. THE FUNCTIONS OF REGULATION AND 
SUPERVISION BANKING IN INDONESIA AFTER THE LEGALIZATION 
OF LAW NUMBER 21 of 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES 
AUTHORITY. Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta.
This legal research aims the functions of regulation and supervision 
banking in Indonesia after the transfer of authority from The Bank Indonesia (BI) 
to The Financial Services Authority (OJK), and the implications of the functions 
of regulation and supervision banking after the legalization of Law Number 21 of
2011 concerning The Financial Services Authority.
This research is a normative legal research that is descriptive. Types and 
sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary 
legal materials. The data collection techniques by means of literature study, while 
the data analysis technique used qualitative data 
After the legalization of Law Number 21 of 2011 concerning The 
Financial Services Authority, the functions of regulation and supervision banking 
in Indonesia which was previously carried out by BI will be taken over by OJK
and will be run entirely by OJK in early 2014. The implications after Law Number 
21 of 2011 concerning The Financial Services Authority legalized is the presence 
of a consequence of separation the task of BI as the central bank should be one 
whole and some the new regulation that are set in legalization, which previously 
have not been OJK are specifically provided for in the law of BI and the law of 
banking.
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